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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA BAGI
KENDARAAN BERMOTOR YANG MUTASI KENDARAAN KE WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pemberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak
Kendaraan bermotor yang mutasi ke wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah telah ditetapkan denagn Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Pokok Pajak
Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi
Kendaraan Bermotor Yang Mutasi Kendaraan Ke Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah dan berakhir pada tanggal 23 September
2025;

b. bahwa dalam pelaksanaannya terjadi peningkatan mutasi
kendaraan bermotor mendaftarkan dengan nomor kendaraan
Kalimantan Tengah sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu
untuk memenuhi antusias masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 25 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
dan Sanksi Administratif Berupa Denda bagi Kendaraan Bermotor
yang Mutasi Kendaraan ke Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6870);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoneasia Tahun 2023Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun

2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 112);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2024

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 51);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tentang

Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi
Administratif Berupa Denda bagi Kendaraan Bermotor yang
Mutasi Kendaraan ke Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 25
TENTANG PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA BAGI KENDARAAN
BERMOTOR YANG MUTASI KENDARAAN KE WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.

PASAL I

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 25 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
dan Sanksi Administratif Berupa Denda bagi Kendaraan Bermotor
yang Mutasi Kendaraan ke Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemberian keringan atau pembebasan terhadap pokok
tunggakan dan denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor, yang
masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mulai berlaku
pada hari kerja sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2025.

(2) Pendaftaran hanya dapat dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT
se-Kalimantan Tengah.



PASAL II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya pada
tanggal 19 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 45




